
BUPATI DONGGALA

PERATUMN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTAI.IG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGAH
NOMOR 9 TAHUN 2O1O TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJALEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang . a.

BUPATI DONGGALA

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor
9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tab Keria Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah
Kabupaten Donggala, pedu ditinjau kembali karena
tidak sesuai lagi dengan kebututuhan, karakteristik,
potensi dan kemampuan daerah, sehingga perlu
diadakan penyesuaian status dari Kantor meniadi
badan:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurufa, pedu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan
Peraturan Daerah l(abupaten Donggala Nornor9 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatr Keria
Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah
Kabupaten Donggala;
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Mengingat : 1.

2.

5.

7.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll diSulawesr (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

1821,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan P e ru n da ng - und a ng an
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Peraluran Pemerintah Nomor4l Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201 0 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah lGbupaten Donggala Nomor9 Tahun

2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria

Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2010 Nomor 9);
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Dengan Persetuluan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan
BUPATIDONGGALA

MEMUTUSIGN:

Menetaokan : PERUBAHAN ATAS PERATUMN DAEMH NOMOR 9

TAHUN 2O1O TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI

PERANGKAT DAERAH KAEUPATEN DONGGALA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I
Tahun iO10 tentang Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten

Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nornor 9) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5 dan angka 13 Pasal 1 diubah, angka 6, angka

7, angka 8 dan angka 14 dihapus, dan diantara angk€.13 dan angka

U a[isipran 1 (Jatu] angka yakni angka 13a, sehingga Pasal I
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala: -4. Se'kretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;

5. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi

sebaga'i pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas

p"t"iintih"n ,tum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan
'Bun""n" Daerah (BPBD), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian'

Perikanan dan Kehutanan (BAPELUH)' Sekretariai Dewan Pengurus

faUupaten fOnpRl' Badan ielayanan Perizinan dan Penanaman Modal
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o.
7.
6.

9

10.

Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari Perangkat

Daerah;
DihaDus:
Dihapus;
Dihaous:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD

adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala;

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat

Pelaksana BPBD adalah Pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang

menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD;

Badan Peliksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,'

selanjutnya disingkat EAPELUH adalah Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Donggala;

12. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten' selanjutnya disingkat

Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps

Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Donggala;

13. Badan Pelayanan Perizinan Terp€du dan Penanaman Modal, selanjutnya

disingkat BP2TPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Donggala;
13a. Satuan Polisi Pamong Praja yang s€lanjutnya disingkat Satpol PP adalah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala;

Dihaous:
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuld€n tugas, tanggung

.iawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural

2. Ketentuan huruf a Pasat 2 dihapus, hurufe diubah dan ditambahkan

1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Lain-Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut :

a. dihapus;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupalen Donggala;

11.

14.
15.
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c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Donggala;

d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Donggala;
e. Badan P€layanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Donggala; dan
f. Satuan Polisi Pamong Praia Daerah Kabupaten Donggala

3. BAB lll dihapus

4. BAB lll Bagian Pertama dihaPus

5. Pasal 3 dlhapus

6. Pasal 4 dlhapus

7. Pasal 5 dlhapus

8. BAB lll Bagian Kedua dlhapus

9. Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dlhapus' sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(l) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.

10. Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7

berbunyl sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dihapus,
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
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(1)

(21

11. Ketentuan BABVII diubah, sohingga berbunyi sebagai borlkut:

BABVII
BADAN PEI.AYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20
berbunyi Bebagai berikut :

Pasal 20

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan
unsur pendukung tugas Pemerintah Daersh;
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21

berbunyi sobagai berikut :

Pasal 2'l

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Donggala mempunyai tugas koordinasi dan menyelenggarakan p€layanan

adminiskasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan

prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan

kepastian serta melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penanaman

modal dan kerjasama pembangunani
Untul melaksanakan tugEs sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenananEn Modal Mempmyai Fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah dalam bidang penanaman

modal dan kerjasama Pembangunan;
b. Pengkoordinasian dan Pengsinkonisasian bidang p€nanaman modal

dan kerjasama pembangunan;
c. Pelaksanaan penanaman modal dan kerjasama pembangunar ,

d. Pelaksanaan hubungan kerja dalam lingkup penanaman modal dan

kerjasama pembangunan;
e. pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal;

(1)

(2)
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f. Penyelenggaraan adminiskasi perizinan dan non p9l1l3nj^"

o. Pelaksanaan koordlnasl pro;es pelayanan perizinan dan non

oenzlnan:
n. "P:i"i.';" 

"dministrasi 
pelayanan perizinan dan non perrzrnan:

i: 'P;;;il;; 
dan evaluasi pi6ses pemberian pelavanan perizinan

dan non Perizinan;
i Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan

tuoas dan fungsinya'

k. i;fiil;#-#netapkan kebiiakan pensembang:1p^:1?i"""

modal Daerah dalat *nn.t* 
'"n-J'nu 

umum ienanaman rndal Daerah

;;#;;;;;i"sis Daerah sesuai densan progftm p€mbansunan

i,?"tiiti"*";'oiiasidengan Pemerintah Provinsil ' - - r
l. Merumuskan oan m"n"ilpfan pedoman' pembinaan' dan

';;;;;;;".dalamskala6aerahternadappenvelenssaraan
kebiiakand"np","nc.n."n-|"ng]"muanganp€nanamanmoda|'
i"*o"iJi""ii ottgan Pemerinlah Provinsi: 

.

m Menqkoordinasikan' merumuskan' menetapkan dan m'elaksanaKan

"' ffiii"*;; ;;"rart oi uloung p"nanaman modal meliput' '- 
- ^

l:"T;;;;; usulan- Lidans-bidans usaha vane perru

diPertimbangkan tertutuD:

2. Penyiapan "u'"n-Lidung-bidang 
usaha yang perlu

' 
alp"iitb"ngkan terbuka dengan persyaratan; - .'^^^

3 il;;i;;;usulan bidans-bidans usaha vans perru

"l;;ii#"^sta1^:11ffi 
:l["*lXTlll'il"o"iio'fl;,0"*.,4 Penvusunan Peta In" ffiil;; dalran teioirioarlsumber dava alam' kelenbasaan

dansumberdaya'n"-n'ii"Gttt"urpengusahamikro'kecil'
menengah' koPerasi dan besar;

5 Usulan oun putot'''ln- insentlf penanaman modal di luar

faslitasfiskal dan non fist<at Nasionatyang neniadi kewenangan

Daerah;

Ketentuan ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) Pasa| 22 dihapug, sehingga
'p"tliii 

u"tounyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Porizinan Terpadu dan Penanaman

Modaldan terdiri dan :

38



(2)

(3)

15.

(1)
(21

(3)

a) Kepala Badan:
b) Sekr€laris, terdiridari :

1) Sub Bagian Kep€gawaian dan Umum;
2:) Sub Bagian Kguangan danAset; den
3) Sub Bagian Poroncanaan Program.

c) Bidang Pembinaan, Pengendalran dan Pengkaiian hukum, terdiri
dari i

1) Sub Bidang Pembinaan dan Peng€ndalian
2) Sub Bidang Pengkajian Hukum P€rizinan/Non Perizinan

d) Bidang Pelayanan Perizinan, terdiridari :

1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu

e) Bidang Pelaporan dan Pengaduan, terdiridari :

1) Sub Bidang Pelaporandan Pengembangan Sistem Informasi
2) Sub Eldang Pelayanan Pengaduan danAdvokasi

D Bidang Penanaman Modal dan Promosi, terdiridari :

1) Sub Bidang Pd€ncanaandan Pengprnbsngat PendErnan Modal

2:) Sub Bidang Promosidan Keriasama Penanaman Modal
g) Tim Teknis; dan
h) K€lompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan P€layanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan P€raturan Bupati.

Ketentuan Ayat (11, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 dihapus, sehingga
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon ll.b;
Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badana Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal merupakan iabatan struktural ee€lon lll.bi
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah merupakan jabatan

struktural eselon lVa.

39



16. Di antara BAB V dan BAB VItl disislpkan 1 (satu) bab, yakni BAB
WA, 3 (tlga) baglan, yaknl Bagian Kesatu, Baglan Kedua dan Bagian
Ketiga, se a 5 ( ma) pasal yaknl Pasal23A,23g.,23C,23D dan Pasal
23E sehingga berbunyl sebagai beikut :

BABVII,A
SATUAN POLISI PAMONG PR.&'A DAERAH

KABUPATEN DONGGALA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 234

(l) Satpol PP be*edudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Seketaris Daerah.

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan.

Pasal 238

(1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol
PP menyelenggarakan fu ngsi:
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasipenegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
rnasyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penldik
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;

I pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhidan rnenaati Peraturan Daerah dan Peraiuran Bupati; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Satpol
PP diatur dengan Peraturan Bupali.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23C

(1) Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf f terdiri atas :

a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat,membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Sub Bagian Keuangan danAset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan Program;

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan
Pengembangan Kapasitas, membawahi :

1. Seksi Operasidan Pengendalian; dan
2. Seksi Pengembangan SDM Ker.iasama;

e. BidangPerlindunganMasyarakat,terdiriatas:
1. S€ksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan

t KelompokJabatanFungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Vl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

)asal 23D

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1) huruf b
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat (1 ) huruf c, huruf
d, huruf e, dan huruff dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
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(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C ayat ('l) huruf b

angka 1 , angka 2, dan angka 3 dipimpin ol€h seorang.Kepal6 Sub Bagian

vaio beradi di bawah dan bertanggung iawab kepada Sekretans'

rat 3,ie-iJa;sebagaimana dimakiud dltam pasal 23c ayat (1 ) huruf c'

nriuio, rlrirr 
" 

cin huruf f angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang

ii"oara'ser.si yang berada oioawah dan bertanggung iawab kepada

Kepala Bidang.

(1)

\2)
(3)

17.

Bagian Kstlga
Esolonlsasl Jabatan

Pasal 23E

Keoala Satuan merupakan jabatan stukturaleselon ll'b

;ffi;;;iep"L aio"ng tn""pakan jabatan strukturaleselon I|l b'

f"pul" SrU eugi"n dan Kepala Sekslmerupakan jabatan strukturaleselon

lV.a.

Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 dlsislpkan 1 (satu) pasal' yaknl

iasal 32Asehlngga berbunyl sebagal berikut:

Pasal 32A

PadaSaatPeraturanDaerahinimulaiber|aku,Se|uruhjabatanbeserta
p"i"b"i;;;;;"mangku jabatan di lingkungan Pelaksana Harian Badan

'r.ri*"tir,lbJertn, Karitor ielayanan Terladu Kabupaten Daerah dan satpol
'pF 

6u"iun x"urprten Donggaia yang diangkat berdasarkan : 
- -

". 
- p"ratura"n Oaerah Kibupaien Donggala NomorT Taiun 2010 tentang

- bil;h; atas peraturan Daerah tG6upaten Donggala Nomor 11 Tahun

iOOel"nang p"tbentukan Organisasi dan Tata Keria lnspeKorat' Badan

Perencanaan Pembangunan Dierah dan Penanannn Modaldan Lembaga

Teknis daerah KabuPaten Donqqala:

b. P;t"tr;"; Daerah *abupaten-6onggata Nomor I Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Laln Bagian Dari

p"r"ngk"i ou"r"h Kabupaten Donggala;-tetap nelaksanakan tugas dan

ir"g"iiv" .";p"i o"ng"n oit"ntk rJibali berdasarkan Peraturan Daerah

ini.
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18. Ketentuen Lempiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampinn U.

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI DONGGALA.

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 17 Juli 2013

ttd,

HABIR PONULELE

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

AIDIL NUR, SH.,M.Si
PEMBIM UTAMA MUDA

N|P19600511'198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGAI.ATAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGAIA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

NrP 19690807 199903 1 005
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AAGA'{ 9USUIIAN ORGANISASI

BADAX PGL/IYAIIAI PGRIZI{AI{ TERPADT' DAI{ PE ATAT||A
MODAL
XAqJPAIE qoNGGAIA

5

BUPAII DOT{GGAI.A,

ttal

HABIR POI{ U LEU

SEKIETARIS
KELOiIPOK ]ABATAN

FUNGSIONAL

EIOAI{G
PEr'l8INAAN,

'ENGENDALI,AiIOAN P€NGKA]IAN HUKU!1



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

XABUPATEN DONGGALA

rcMO r 5l^ffq IOB
t^x6c^l r ltril2otl
i;;;G : diuua^r 

^t^5 
xt^Tuiai olat 

^ff 
ulo^tff oorcc^u xdc t l^x!N 20r

tld^M frxufuut dc^ilEal oAt?tra Et'A ctua ulru6uff Dlrl
tata6ut oaflax qau,Ataf, ffidu

BUPATIDON6CAI.A,

ttd

HABIRPONULETE

5ul

KEPALA SATUAN

BTDANG
KETERTIBAN UMUM &

KETENTRAMAN
MASYARAKATDAN
PENGEMBANGAN

KAPASITAS

SEKSI
BINA POTENSI
MASYARAKAT


